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WALI KOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN PERSENTASE DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3)

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran

Persentase Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6757);



Menetapkan

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang

Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6881);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA  TENTANG BESARAN
PERSENTASE DASAR PENGENAAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tanjungpinang.

Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.



3. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/bangunan yang dimiliki,
dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

4. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan
pedalaman.

5. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara
tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.

6. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga
rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar
dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui
perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan

baru atau NJOP pengganti.

Pasal 2
(1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman besaran
persentase dasar pengenaan PBB-P2.
(2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota adalah untuk:
a. melakukan besaran persentase dasar pengenaan PBB-P2; dan
b. meningkatkan pendapatan PBB-P2.
(3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini adalah besaran persentase

dasar pengenaan PBB-P2.

BAB II
BESARAN PERSENTASE DASAR PENGENAAN PBB-P2
Pasal 3

Wali Kota menetapkan dasar pengenaan PBB-P2 sebagai berikut:

a. 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
untuk NJOP PBB-P2 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah);

b. 80% (delapan persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak
untuk NJOP PBB-P2 di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan

c. 70% (tujuh puluh persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena
pajak untuk NJOP PBB-P2 di atas Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).



Pasal 4
Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan
dengan pertimbangan antara lain sebagai berikut:
a. belum pernah dilakukan penyesuaian terhadap NJOP PBB-P2;
b. kondisi perekonomian masyarakat; dan

c. penyesuaian akan dilakukan secara bertahap.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota

Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

HASAN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2024 NOMOR 505

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Lia Adhayatni, SH.,MH.
Pembina
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